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® PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2014
Tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara

© PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2014
Tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara

® PERATURAN MENTERI DALAM NEGER! REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2014

" Tentang pedoman teknis peraturan di desa

@ PERATURAN MENTERI DALAM NEGER!I REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2014
Tentang pemilihan kepala desa

E PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2014
Tentang pengelolaan keuangan desa

B PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2014
Tentang pedoman pembangunan desa

B PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015
Tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa

@ PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015
Tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa

B PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INCONESIA NOMOR 3 TAHUN 2015
Tentang pendampingan desa

B PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa

B PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIANOMOR 5 TAHUN 2015

~~~~~ === Tentang penetapan prioritas penggunaan _daria_ dtulahnn 2015
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BAB IV
PENGAWASAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN, DAN SERAH TERIMA

A. Pengawasan

1. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diawasi oleh Bupati/Walikota dan masyaraka;
setempat.

2. Pengawasan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapa;
didelegasikan kepada Camat.

B. Pembayaran
Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola dan/atau melaly
Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Setiap pengeluaran belanja alas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang
lengkap dan sah; dan ;
2. Bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh
Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.

C. Pelaporan dan Serah Terima
1. Kemajuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala
Desa.
2. Setelah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan
telah tercapai), TPK menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa

dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
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